PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN{GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2013 |
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN
(PE3-P2)




9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembparan Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangar. keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 200¢, Tambahan Lembaran Negara
Republik indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Unaang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesiz. Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Noraor 5049);

é

12. Undang-Undang Nomor 12 Tanun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Norior 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahunl979 tentang
Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II
Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Inaonesia Nomor 3147);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturar: Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintaharn antara Pemerintah,
Pemeriniahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah

Kabupaten/Kabupaten (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 fentang Tata.
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

17. Peraturan Permerintah Nomor 91 7Tahur 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Eerdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib
Pajak (Lembaraﬁ Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Norror 5179);

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomorl148/PMK.07/2010
tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional
yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perlkotaan.

a

19. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 11 Tahun

1

2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaren Daerah Kabupaten Gorontale Tahun 2006
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Nomor 4 Seri E);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUFATEN GORONTALO

dan

BUPAT] GORONTALO
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN FERDESAAN DAN PERKOTAAN.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasall

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

10.

Daerah adalah Dacreh Kabupaten Gorontalo.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut
asas otcnomi dan tugas pembantuan dengan prinsip
otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
dalamn Undaug-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.

Pemerintah daerah atan Pemerintah Kabupaten Gorontalo
adalah kepaia daerah dan perangkat daerah sebagai unsur
penyelenggara peraerintahan daerah.

Dewan Perwalilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DFRD Kabupaten Gorontalo adalah lembaga
perwakilar rakyat daersh sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.

Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.

Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Corontalo.
Perangkat daerzh adalah unsur pembantu kepala daeran
dalam penyeclenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri
dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah,
lembaga tek:ais daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan
yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersame.
kepala daeral.

Peraturzn kepala daerah atau disebut dengan peraturan
bupati adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala
daerah sebagai pelaksanaan dari peraturan cdaerah yang
bersifat mengatur dan mengikat secara umum.

Keputusan kepala daerah atau yesng disebut dengan
keputusan bupati adalah keputusan yang ditetapkan olsh

kepala daerah vang bersifagt penetapan.
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12.
~ konstribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang

13.

14.

15.

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di

bidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
Pajak daerah yang sclanjutnys. disebut pajak adalah

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan
secara langsurg dan digunakan untuk keperluan daerah
bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha
maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
perseroan ierbatas, perseroan komancditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan
usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pénsiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga
dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi
kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan
adalah pajak atas bumi dan/atau bangunar yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang
pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan
untuk kegiatan wusahe perkebunan, perhutanan dan
pertambangan

Kawasan adaléh semua tanah dan bangunan yang
digunakan oleh perusahaa~n perkebunan, perhutanan dan
pertambangan ditanah yang diberi hak guna usaha
perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan
dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.

16. Nilai Jual Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat NJOP,

adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual
beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat

transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan
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harga dengan objek lain yang secjenis, atau niled perolehan
baru, atau NJOP pengganti.

17. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaar atas bumi, dan /atau memiliki,
menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

18. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau
memperoleh manfaat atas bumi, dan /atau memiliki,
menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.

19. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender
atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan
bupati paling lama 3 (tiga] bulan kalender, yang menjadi
dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, mermnyetor dan
melaporkan pajak yang terutang.

20. Tahun Pajak adéla.h jangka waktu yang lamanya 1 (satu)
tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan
tahun buku yang tidak sama dengan tahur kalender.

21. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau
dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

22, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari
penghimpunan data. objek pajak dan subjek pajak,
penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan
kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta
pengawasan penyetorannya.

23.Fenyitaan adalah cndakan Jurusita Pajak untuk
menguasai barang Penanggung Pajak, guna dijadikan
jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan
perundang-undeangai.

24.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya

| disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib
Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek Pajak



25.

27.

28.

29.

Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perotaan sesual
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
SSPD aaaleh bukﬁ psmbayaran atau penyetoran pajak
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui

tempat pernbayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat

SKPD, adalah surat ketetipan pajak yang menentukan
besarnyz jumiah pokok pajak yang terutang.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya
disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk
memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib
Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, vang
selanjutnva disingkat SKPDLB, adaiah surat ketetapan
pajak vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran
pajak lkarena jumilah kredit pajak lebih besar dari pada
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat
STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak
dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

BAB I!
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan SubjexPzjak
Pasal 2

Dengan nama Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan

dipungut pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau

pemanfaatan bumi dan/atau bangunan, kecuali kawasan

yang digunakar. untuk kegiatan usaha perkebunan,

perhutanan, dan pertambangan.
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Pasal 3

(1) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki,

dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

a.

a0 @

5@ ™0

i.

(2) Termasuk dalam pengertian bangunan adalah:

jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks
bangunan seperti hotel, pabrik, dan emplasemennya

vang merupakan suatu kesatuan dengan komplek

bangunan tersebut;
. jalan tol;

~ kolam renang;

pagar mewabh;

tempat olahraga;

galangan kapal, dermaga;

taman mewah,;

iempat penampungan/kilang minyak, air dan gas,
pipa minyak; dan;

menara.

Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan

Bangunen Perdesaan dan Perkotaan adalah objek pajak

yang:

a.

digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah untuk
penyelenggaraan pemerintahan;

digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan
umum dan tidak untuk msncari keuntungan, antara
lain dibidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan
dan kebudayaan nasional;

digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala,
atau yang sejenis dengan itu;

merupakar hutan lindunghutan suaka alam,hutan
wisata,taman nasional, tanah negara yang belum
dibebani suatu hak;

digunakan oleh perwakilan diplomatik den konsulat
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berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan, ataa perwakilan lembaga

- internasional yang ditetapkan dengan Peraturan
Menteri Keuangan.

Besarnya Nilai Juai Objek Pajak Tidak Kena Pajak

ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta

| rupiah) untuk setiap Wajb Pajak.

Pasal 4

Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata mempunyai suatu hak atas Bumi daxjx/ atau
memperolch manfaat atas Pumi, dan/atau memiliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas
Banguvan.

Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara
nyata raempunyai suatu nak atas Bumi den/atau
memperoieh  manfaat atas Bumi, dan/atau meniliki,
menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas

Bangunan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Menghitung Pajak

Pasal 5

(1) Dasar pengenzan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

dan Perkotaan adalah NJOP.

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditetapkan setiap 3 {(tiga) tahun, kecuali untuk objek
pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai

dengan perkembangan wilayah.

(3) Penetapan besarnya NJOP secbagaimana dimaksud pada

ayat (2} diatur dalam Peraturan Bupati.
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Pasal 6

(1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
ditetapkan sebagai berikut: .

a. untuk NJOP sampai dengar: Rp.1.000.000.000.00 (satu
miliar rupiah) Jditetapkan sebesar 0,1% (nol koma satu
persen) pertahun;

b. untuk NJOP diatas Rp.1.000.000.000.00 (satu miliar
rupiah) ditetapkan sebesar 0,2% ‘nol koma duapersen)
pertahun.

(2) Dalam hal pemanfataan bumi dan/atau bangunan dapat
menimbulkan gangguan terhadap lingkungan, maka
dikenakan tambahan tarif sebesar 50% (lima puluh persen)
dari tarif Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana
dimaksnud pada avat (1) sehingga menjadi sebagai berikut :

a. untuk NJOP sampai dengan Rp.1.000.000.000.00 {satu

miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,15% (nol koma lima

*

belas persen) pertahun;

untuk NJCP diatas &kp.1.000.000.000.00 (satu miliar
rupiah) ditetapkarn sebesar 0,3% (nol koma tiga persen)
pertahun.

(3) J=nis-jenis pernanfaatan bumi dan bangunan yang dapat
- menimbulkan gangguan terhadap lingkungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan

Peraturan Bupati
Pasal 7

Besaran pokok Fajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan
Perkotaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif | sebagaimana dimaksud dzlam Pasal 6 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaks.ad dalam Pasal S ayat
(1) setelah dikurangi Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).

L] 1] i 1 -
L ]
c‘
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Bagian Ketiga
Saat Terutang Pajak
Pasal 3

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang
terutang terjadi pada saat keadas:n objek pajak pada tanggal

1 Januari.

Bagian Keempat
Penetapan
Pasai ¢

(1) Untuk pendatuan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan dilakukan dengan menggunakan SPOP.

(2) SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi
dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani
dan disampaikan kepada Bupati atau Pejabat yang
wileyah kerjanya meliputi letak objek pajak, selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari kera setelah tanggal
diterimanya SPOP oleh Subjek Pajak.

Pasal 10

(1) Bupati menetapkan Pajak terutang dengan menerbitkan

SPPT atau SKPD.

(2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan
apabila:

a. SPOP tidak disampaikan dalam jangka waktu yang
ditentukan dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam Surat Teguran,

b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
ternyata jumlah pajak yang rterutang (seharusnya)
lebih besar dari jumlah pajek vang dihitung
berdasarkan Surat Peruberitahuan Obyek Pajak
(SPOP) yang disampaikan oleh Wajib Paiak.
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Bentuk, isi, tata cara penerbitan dan penyampaian SPPT

ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III
MASA PAJAK DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 11

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender

Pasal 12

Pajak yang terutang dipungut diwilayah Kahupaten Gorontalo

dimana objex pajak berlckasi.

BAB IV
TATA CARA. PEMUNGUTAN PAJAK
Pasall3

Pemungutan pajak dilarang diboronglkan.

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajek yang terutang
berdasarkan SPPT atau SKPD sebagaimena dimaksud
pada Pasal 10.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 14

Bupati atau Pejabat menentukan tanggal jatuh tempo
pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang dalam
SKPD paling lama 30 (tige. puluh) hari kerja setelah saat
terutangnyz pajak dan palinglama 6 (enam) bulan se¢jak
tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak.

SPPT, SKPD), STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat
Keputusan Keberatan, dar Putusan PBanding, yang
menyeb‘abkan jumlah pajak yang harus dibayar
bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan hatus
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dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
sejak tanggal diterbitkan.

Pembayarar. pajak harus di lakukan sekaligus dan lunas
dengan menggunakan SSPD di Kas Daerah melalui
Bendaharawan Khusus Penerima atav di tempat lain yang
ditunjuk Bupati dan dicatat pada Buku Penerimnaan.
Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang
ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas
Daerah paling lama 1x24 jam atau dalam waktu yang
ditentuka= oleh Bupati atau Pejabat.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembryaran,
penyetoran dan tempat pembayaran diatur dengan

Peraturan Bupati.
Pasal 15

Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi persyaratan yang di tentukan, dapat
memberikan persetujuan untuk mengangsur pembayaran
pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu. _
Angsuran pembayaran pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada-ayat (1) harus dilakukan secara teratur
dan berturut-turut.

Bupati atau Pejabat atas permohonan Wajib Pajak setelah
memenuhi  persyaratan yang  ditentukan, dapat
memberikan persetujuan untuk menunda pembayaran
pajak yang terutang sampai batas waktu yang ditentukan.
Pembayaran pajak yang terutang dengan cara angsuran
atau dengan cara menunda pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara Pengajuan
permolonan, persyaratan dan pembayaran angsuran
serta penundaan pembayaran pajak, diatur dengan

Peraturan Bupati.
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BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN
Surat Tagihan Pajak Daerah
Bagian Kesatu
Pasal 16

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan

STPD jika.

a. pajak tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;

b. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa
bunga dan;atau denda;

STPD sepagaimava dimaksud pada ayat (1) mempunyai

kekuatan hukur. yang sama dengan SPPT dan SKPD.

Pasal 17

Penagihan pajak dilakukan terhadap pajak yang terutang
dalam SPPT, SKPD, STPD, Surat Keputusan Fembetulan,
Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding.

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain
yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan
penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat
jatuh tempo pembayaran.

Dalam ‘angka waktu 7 {tujuh) hari setelah Surat teguran

atau Surat peringatan atau surat lain yang sejeris, Wajib

Pajak wajib melunasi pajak vang terutang.

Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis scbagaimana dimaksud pada ayzat (2) dikeluarkan
oleh Péjabat yang ditunjuk.

Surat Teguran atau Surat peringatcn atau surat lain
yang sejgnis sekurang—kuranghya memuat:

a. name Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;

b. besai‘nya utang pejak;

¢. perintah untuk membayar;

d. saat pelunasan utang pajak.
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Bagian Kedua
Penagihan Seketika dan Sekaligus
Pasal 18

(1) Penagihan pajak dapat dilakukan seketika dan sekaligus

tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) huruf d,

apabila:

a.

wajib  Pajak  atau  Penanggung Pajak  akan
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau
berniat untuk itu;

wajib Pajak atau Penanggung Pajak memindah
tangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai
dalam rangka menghentikan atau mengecilkan
kegiatan usaha yang dikerjakannya di Indonesia;
terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak akan membubarkan kegiatan
usahanya atau menggabungkan atau memekarkan
usahanya atau memindah tangankan usaha yang
dimiliki ateu yang dikuasainya atau melakukan
perubahan bentuk lainnya;

kegiatan usaha akan dibubarkan atau cGitutup oleh
Pemerintah Daerah;

terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat
tanda-tanda kepailitan.

Surat Perintah Penagihan  Seketika dan Sekaligus,

sekurang-kurangnya memuat:

a.
b.

C.

d.

nama Wajib Pajak atau Penanggung Pajak;
besarnya utang pajak;
perintah untuk membayar;

saat pelunasan utang pajak.

Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus

diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Ketentuan formal untuk pelaksanaan Penagihan Seketika

dan Sekaligus, dilaksanakan berdasarkan veraturan
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perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Surat Paksa
Pasal 19

(1) Apabila jumlah pajak yang belum dibayar tidak dilunasi
dalam bates waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis, ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat
Paksa setelah lewat 21 {dua puluh setu) hari kerja sejak
Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis diterimao leh Wajib Pajak.

(3) Pengajuan keberatan oleh Wajib Pajak tidak

mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.
Pasal 20

(1) Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan
penyitaan sebelum lewat waktu 2x24 jam setelah Surat
Paksa diberitahukan.

(2) Ketentuah formal untuk pelaksanaan penagihan dengan
Surat Paksa, dilaksanakan berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat
Penyitaan

Pasal 21

(1) Apabila’ utang pajak tidak di lunasi Wajib Pajak dalam
jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera
menerbitkan Sural Perintah Melaksanakan Pernyitaan.

(2) Penyitaan dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Daerah
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dengan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 dua) orang
yang telah dewasa, penduduk Indonesia dikenal oleh Jurn
Sita Pzjak Daerah dan dapat dipercaya.

Setiap pelaksanaan penyitaan, Juru Sita Pajak Daerah
membuat Berita Acara Pelaksanaan Sita yang
ditandatangani oleh Jura Sita Pajak Daerah, Wajib Pajak
atau Penanggung Pajak dan saksi-saksi. “

Pasal 22

Penyitaan dilaksanakan terhadap barang milik Wajib
Pajak atat. Penanggung Pajak yang berada ditempat
tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan atau ditempat
lain yang penguasaannya berada ditangan pihak lain atav
yang dijaminkan sebagai pelunasan utang tertentu yang
dapat berupa:

a. barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang
tunai, dan depositc berjangka, tabungan, saldo
rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang
dipersamaxe:. dengan itu, obligasi saham, atau surat
berharga lainnya, piutang, dan penyertaan modal
pada perusahaan lain;

b. barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan,
" dan kapal dengan isi xotor tertentu.

Penyitaan terhadap Wajib Pajak atau Penanggung Pajak

badan dapat dilaksanakan terhadap barang milik

perusahaan, pengurus, kepala perwakilan,

Kepala dabang, penanggung jawab, pemilik modal baik

ditempat kedudukan yang bersangkutan, di tempat

tinggal mereka maupun di tempat lain.

Penyitean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan sampai dengan nilai barang yang disita

diperkirakan cukup oleh Juru Sita Pajak Daerah untuk
melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak.

Pengajuan keberatan tidak mengakibatkan penundaan

pelaksanaan penyitaan.
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Pasal 23

Penyitaan tambahan dapat dilaksanakan apabila :

a.

nilai barang yang disita sebagaimana diinaksud dalam
Pasal 21 nilainya tidak cukup untuk mewunasi utang

pajak dan biaya penagihan pajak;

b. hasil lelang barang yang telah disita tidak cukup

(1)

(2)

(3)

(4)

untuk melunasi utang pajak dan penagihan pajak.

Bagian Kelima
Ferelangan
Pasal 24

Apabila utang pajak dan/atau biaya penagihan psjak
tidak dilunasi dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari
setelah dilaksanakan penyitasn, Bupati atau Pejabat
berwenang melaksanakan penjualan secara lelang
terhadap barang yang di sita melalui Kantor Lelang
Negara.

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkar hari, tanggal,
jam dan tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita Pajak
Daerah memberitahukan dengan segera secara tertulis
kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

Barang yang disita berupa uang tunai, deposito
herjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau
bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi
saham, atau surat berharga lainnya, piutang, dan
penyertaan modal pada perusahaai. lain, dikecualikan
dari penjualan secara lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)

Barang yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
digunakan untuk membayar biaya penagihan pajak dan
utang pajak dengan cara:

a. uang tunai disetor ke Kantor Perbendaharaan dan

Kas Daeralr atau Bank atau tempat lain vang ditunjuk;
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b. deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran,
giro atau bentuk lainaya yang dipersamakan dengan
itu, dipindah bukukan ke rekening Kantor
Perbendaharaan dan Kas Daerah atau Bank atau
tempat lain yang ditunjuk atas permintaan Pejabat
kepada Bank yang bersangkutan;

c. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang
diperdagangkan di bursa efek dijual di bursa efek atas
perminfaan Pejabat;

d. obligasi, saham atau surat berharga lainnya yang
tidak diperdagangkan di bursa efek segera dijual oleh
Pejabat;

e. piutang dibuatkan berita acara persetujuan tentang
pengaiihan hak imenagih dari Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak kepada Pejabat;

f. penyertaan modal pada perusahaan lain
dibuatkan akte persetujuan pengalihan hak menjual
dari Wajib Pajak atau Penanggung Pajak kepada
Pejabat.

(5) Penjualan secara lelang terhadap barang vyang disita
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling
lamél 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang
melalui media massa.

(6) Pengumuman lelang sekagaimana dimaksud pada ayat
(2), dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah
penyitaan.

(7) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dilakukan 1
(satu) kali d:n untuk barang tidak bergerak dilakukan 2
(dua) kali.

(8) Pengumuman lelang untuk barang bergerak dengan nilai
paling banyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

tidak harus diumumkan melalui media massa.
Pasal 25

(1) Lelang tetep dapat dilaksanakan walaupun keberatan
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yang diajukan oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak
belum memperoleh keputusan keberatan.

(2) Lelang tetap dapat dilaksanakan tanpa dihadii Wajib
pajak dan/atau Penanggung Pajak.

(3) Lelang tidak dilaksanakan jika Wajib Pajak atau
Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya
penagihan pajak, atau berdasarkan putusan pengadilan,

atau putusau pengadilan pajak atau objek lelang musnah.

BABVII
KEDALUWARSA PENAGIHAN
Pasal 26

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi
kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila
Wajib Pajak raelakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tertangguh apabila :

a. diterbitkann Surat Teguran dan/atau Surat Paksa;
atau

b. ada pengakuar utang pajak dari Wajib Pajak baik
langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam ha! diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,
kedaluwarsa pénagihan dihitung sejak tanggal
penyampaian Surat Teguran dan Surat Paksa tersebut.

{(4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang pajak
dan belum melunasinya kepada Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. |

(5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari

pengajuan permchonan angsuran atau penundaan
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pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak
Pasal 27

(1) Piutang Pajak vang tidak mungkin ditagih lagi karena
hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa
dapat dihapuskan. '

(2) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimeksud pada
ayat (1), dilakukan oleh Bupati berdasarkan permohonan
penghapusan piutang najak dari Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara penghapusan
piutang pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dalam

Peraturan Bupati.

BABVIII
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN
Bagian Pertama
Keberatan
Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengsjukan keberatan hanya kepada
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suaita SKPD.

(2) Keberatan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa.
Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD diterima
Wajib Pajak, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan
bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya.

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas
ketetapan pajak secara jabatan, Wajib Pajak harus dapat
membuktikan  ketidak  benaran  ketetapan — pajak
dimaksud.

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah

| membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui
Wajib Paiak.
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(5) Keberatan yang tidak memenuhi  persyaratan

(6)

(7)

(8)

(3)

(4)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3)
dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan:
sehingga tidak dipertirnbangkan.

Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman
surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda
bukti penerimaan surat keberatan.

Pengajuan keberatan tidek ~menunda kewajiban
membayar pajak dan pelaksanaan penagihan psjak.
Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperluan
pengajuan keberatan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk
wajib memberikan keterangan secara tertulis hal-hal yang
menjadi dasar penghitungan pengenaan  pajak,

pemotongan atau pemungutan pajak.

Pzsal 29

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 12 (dua belas bulan) sejak tanggel Surat
Keberatan diterima, harus meraberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan. |
Keputusan atas keberatan schagaimana dimaksud pada
ayat (1), dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau
sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah
pajak yangterutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) teleh terlampaui dan Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, maka
permohonan  keberatan yang diajukan dianggap
dikabulkan.

Keputusan keberatan tidak menghilangkan hak Wajib

Pajak wuntuk mengajukan permohonan nengangsur

pembayaran.
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Bagian Kedua
Banding
Pasal 30

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding

hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan
- mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati atau
Péjabat yang ditunjuk.

(2) Perrnohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia
dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak
kepufusan diterima, dilampiri salinan dari surat
keputusan xeberatan.

(3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan
kewajiban raembayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan
sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

(4) Apabila diminta oleh Wajib Pajak untuk keperiuan

pengajuan permohonan banding, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk wajib memberikan keterangan secara
tertulis hal-hal yang menjadi dasar Surat Kepuiusan
Keberatan yang diterbitkan.

(5) Jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan
permohonain banding belum merupekan pajak yang

terutang sampai dengan Putusan Banding diterbitkan.
Pasal 31

Putusan Pengadilan Pajak merupakan putasan pengadilan

khusus dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Bagian Ketiga
Gugatan
Pasal 32

(1) Gugatan Wa;b Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah
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Melaksanakan Penyitaan, atau Pengumuman Lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan

- keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam
Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 31 hanya dapat diajukan
kepada Pengadilan pajak;

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat
Keputusan yang dalam penerbitannya tidak sesuai
dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur
dalam peramran perundang-undangan perpajakan
daerah.

(2) Jangka waktu untuk mengajukan gugatan paling lama 14
(empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penagihan.

(3) Jangka waktu sebagaimara dimaksud pada ayat (2) tidak
mengikat apabiia jangka waktu dimaksud tidak dapat
dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak,
jangka waktu dimaksud apat diperpanjang.

(4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) adalah 14 (empat belas) hari terhitung sejak
berakhirnya keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak.

(5) Terhadap 1 (satu) peiaksanaan penagihan atau 1 (satu)

keputusan digjukan 1 (satu) Surat Gugatan.

BAB IX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 33

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan
permohonan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat
memberikan pengurangan, keringanan atau pembebasan
pajak.

(2) Permohcnan sebagaimana dimaksad pada ayat (1)
diajukan terhadap pajak yang telah dan/atau belum
ditetapkan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pemberian
pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak diatur
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derrgan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya,

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat membetulkan

SKPD atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat

kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau

kekeliruan peneravan ketentuan tertentu dalam

peraturan perundang-undangen perpajaken daerah.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat:

a.

mengurangkan atau menghapus sanksi administratif
berupabunga, denda, dan kenaikan pajak yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut
dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahannya;

mengurangkan atau membatalkan SKPD atau STPD
yang tidak benar;

mengurangkan atau membatalkan STPD;
membatalken hasil pemeriksaan atau  ketetapan
pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai
dengan tata cara vang ditentukan; dan

mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak

atau kondisi tertentu objek pajak.

(3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
paling lama 3 (tige) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima, harus memberikan keputusan atas
permohonan pembetulan yang diajukan Wajib Pajak.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayvat (3)
terlampaui Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu
keputusan, permohonan pembetulan yang diajukan
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dianggap dikabulkarn.

(5) Apabila diminta oleh Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk wajib memberikan keterangan secara tertulis
mengenai hal-hal yang menjadi dasar untuk menolak atau
mengabulkan sebagian permohonan Wajib Fajak.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengurangan

atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan
atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimans. dimaksud
pada ayat (2 ) diatur dengan Peraturan Bupat..

BAB XI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBA?ARAN PAJAK

Pasal 35

Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati
atau Pejabat yang ditunjuk.

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu
12 (dua belas) bulan,sejak diterimanya permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), harus memberikankeputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang
ditunjuk tidak memberikan suatu  keputusan,
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
dianggap dikabulkan dan SKPD atau STPD harus
diterbitkan dslam jangka waktu ! (satu) bulan.

(4) Apabila Wajib Payjak mempunyai utang pajak lainnya,

kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi

terlebih dahulu utang pajak tersebut.

(5) Apabila keiébihan pembayaran pajak diperhitungkan

dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud pada
ayat(4), pembayarannya dilakukan dengan cara
pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga

berlaku sebagai bukti pefnbayaran.
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(6) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPD
atau STPD.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan

Peraturan Bupati.

BABXII
HAK MENDAHULU
Pasal 36

. A
~ .

(1) Pcmeril.ltah Ilabupaten Corontalo mempunyai Hak
' Mehdahulu untuk utang pajak atas barang-barang milik
- Wajib Pajak atau Penanggung Pajak.

(2) Ketentuan tentang Hak Mendahulu sebagaimana.

dimaksud pada ayat (1) meliputi pokok pajak, sanksi

administrasi berupa bunga, denda, kenaikan, dan biaya
kenaikan pajak.
(3) Hak Mendahulu untuk utang pajak melebihi segala hak
lainnya, kecuali terhaaap: |
a. biaya perkara yang hanya disebabkan oleh suatu
penghukuman untuk melelang suatu barang bergerak
dan/atau barang tidak bergerak;
b. biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan
barang dimaksud; dan/a:au
c. biaya perkara, yang hanya disebabkan oleh pelelangan
dan- penyelesaian suatu warisan.
(4) Hak menaahulu hilang setelah melampaui waktu 5

(lima) tahun sejak tanggal diterbitkar SKPD, STPD, Surat

Keputusan Keberatan, Surat Keputusan Pembetulan,

atau Purusan éénding yang menyebabkan jumlah pajak

[ .
A

yang harus dibayar bertambah.
(5) Perhitungan jangka waktu Hak Mendahulu ditetapkan
sebagai berikut:

a. dalam hal Surat Paksa untuk membayar

[}
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diberitahukan secara resmi maka jangka waktu 5
(ima} tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
dihitung sejak pemberitahuan Surat paksa.

~b. dalam hal diberikan penundaan pembayaran atauper
setujuan mengangsur pembayaran maka jangka
waktu 5 (lima) tahun tersebut dihitung sejak batas

akhir penundaan diberikan.

BAB XIII
PEMEKIKSAAN
Pasal 37

(1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan daerah «alam rangka melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

daerah.

L

(2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau
catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan
dokumen lain vang berhubungan dengan
penghasilan/omzet yang diperoleh, atau objek pajak
yang terutang,

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat
atau raangan yang dipandang perlu dan memberi
bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3) Buku, catatan, atau doku}nen, data, informasi dan
keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 14 (empat
belas) hari kalender sejak permintaar. disampaikan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan,
atau dokumen serta keterangan lain yang diminta, Wajib
Pajak terikat oleh suatu kewajiban  untuk
merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan

itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan
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pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus
memiliki tanda pengenal pemesriksa dan dilengi{api
dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta
memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(6) Ketentuan lebih lanjut nmengenai tata cara pemeriksaan

pajak diatur dengan Peraturan Bupati.
Pasal 38

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan pembayaran pajak
daerah, Perangkat Daerah yang berwenang memungut pajak
daerah melaksanakan pengawasan setelah mendapatkan
persetujuan. Bupati, berwenang merghubungkan sarana
pembayaran Wajib Pgjak deagan sistein pengawasan
perpajakan dalam jaringan sistem inforrasi Pemerintah

Kabupaten Gorontalo.
Pasal 39

(1) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 . ayat (1) dan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 38, dituangkan kedalam Laporan Hasil
Pemeriksaarn.

(2) Terhadap temuan dalam pemeriksaan yang tidak atau
tidak seluruhnya disemyjui oleh Wajib Pajak, dilakukan
pembahasan akhir hasil pemeriksaan.

(3) Hasil pembahasan akhir hasil pemeriksaan sebagaimana

~ dimaksud pada ayat (2), dibuatkan Berita Acara yang
- ditandatangani oleh petugas Pemer.ksa dan Wajib Pé.jak
yang bersangkutan.

(4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dan laporan hasi] pemeriksaan dan pengawasan
sebagaimana dimaksud pada ayac (1), dapat diterbitkan

SKPD atau STPD.
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Pasal 40

(1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan penyegelan
- tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak
dan/atau udak bergerak apabila:
a. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasa 37 ayat (2) dan Pasal 38;
b. Wajib Pajak memperlihatkan pembukuan, pencatatan
atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan.
(2} Tata cara penyegelan' sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV
INSTANSI PEMUNGUT

Pasal 41

" Instansi ‘yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan

*

Bangunan adalah Perangkat daerah yang ditetapkan dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
INSENTIF FEMUNGUTAN
Pasal 42

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan dan Perkotaan dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

(2) Pemberian irsentif sebagaimana dimaksud pada ajrat (1)
ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut m.engenai tata cara pemberian dan
pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan bexpedoman‘

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-
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BAB XVi
KETENTUAN KHUSUS

Pasal 43

Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak
lain segala scsuatu yang diketahui atau diberitahukan

kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau

" pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan

perundang-undangan perpajakan daerah.

Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) berlaku

juga terhadap tenaga ahli vang ditunjuk oleh Bupati

untuk membantu dalam pelaisanaan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana citnaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) adalah:

a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi
ahli dalam sidang pengadilan;

b. Pejabat dan;atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh
Bupati untuk memberikan keterangan kepada
pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang
berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang
keuangan daerah.

Untuk kepentingan daerah, Bupati berwenang memberi

izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat

(2), agar memberikan keterangan, memperiibatkan buku

tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang

ditunjuk. |

Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam

perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim

sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara

Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada

pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga

ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar
memberikan dan memperlihatkan buku tertulis dan

keterangan \Wajib Pajak yang ada padanys:..
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(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat ()
| harus menyebutkan nama tersangka atau nama
tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara

perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan

keterangan vang duninta.

BAB XVII
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

(1) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh
tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesr 2% (dua persen) setiap bulan dan
ditagih melalui STPD.

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalara STPD
sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a

ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama
15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

(3) Dalam hal kebe-atan ditolak atau dikabulkan sebagaian
sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, Wajib Pajak
dikenai sanksi administretif berupa denda sebesar 50%
(ima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan
keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah .
dibayar sebelum mengajukan keberatan.

(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengajukan
permohonan banding.

(5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan
sebagian sebagaimana dimaksud pada Pasal 30
dikenakan sanksi berupa denda sebesar 100% (seratus
persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum

pengajuan keberatan.

« o
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BAR XVII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 45

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang
karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban
merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan
paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling
banyak Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh bupati yang

'dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban atau

seseorang yang menyelabkan tidak dipenuhinya
kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal
43 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana
kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda
paling banvak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat {1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas
pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar. '
Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan avat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut
kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib

Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 46

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat(l) dan

ayat (2) merupakan penerimaan Negara.

BAB XV!I
PENVIDIKAN
Pasal47

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai
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penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di
bidang perpajakan daerah, setagaimana dirnaksud dalam
Undang-Undang Hukum AcaraPidana.

Penyidik sebagaimana dineaksud padaayat (1) adalah

pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan

Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang

berwenang sesua dengan  ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti
keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan
atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap danjelas;

b. mereliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang nribadi  atau badan tentang
kebenaran. perbuatan yang dilakukan sehubungan
dengan tindak pidana perpajakan daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang
pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana
dibidang perpajakan daerah;

d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daerah,

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan
bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain,
serta meilakukan penyitaan terhadap bahan bukti
tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka
pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang
perpajuakan daerah;

g. menyuruh berhenti dan/atau rmelarang seseorang
meninggaikan ruangan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang

dibawa;
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h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak
pidana di bidang perpajakan daerah,;

i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. menghentikan penyidikan;dan/atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu ‘untuk
kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah, sesuai dengan Xketentuan
~peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan

menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut

Umurn melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

Indcnesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Pasal 48

Untuk kepentingan penerimaan daerah, atas permintaan
Bupati, penyidik dapat menghentikan penyidikan tindak
pidana dibidang perpajekan daerah paling lama dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat
permintaan.

Penghentian penyidikan tindak pidana dibidang
perpajakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya dilakukan setelah Wajib Pajak melunasi utang
pajak yang tidck atau kurang dibayar dan ditambah
dengan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 4
(empat) kali jumlah pajak yang tidak atau kurang dibayar

atau yang tidak seharusnya dikembalikan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP
Fasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini
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sepanjang mengenai pelaksanaanaya akar. diatur lebihlanjut
dalam Peraturan Kepala Daerah dan /atau Keputusan Kepala
Daerah.

Pasal 50
Peraturan Daerah ini berlaku sejak tar.ggal 1 Januari 2C14

Agar setiap orang mengetahuinya, rmemerintahkan pengundangan Peraturan

Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto

Pada tanggal 27 Mei 2013

Diundangkan di Lim! 10

pada tanggal 27 Mei "013

— ‘ —

‘, (. DA j x\"
Ir. HADL %114, TAYER, MM.
PEMBIN.A “UTAMA MUDA

NIP. 19631121 198903 2 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GORONTA™.O TAHUN 2013 NOMOR 1
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO
NOMOR 1 TAHUN 2013
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

UMUM

Dalam rangka melaksanzikan pembangunan dan penyelenggaraan
urusan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, sumber dana memegang
peranan penting dalam mewujudkar. keberhasilan pembangunan dan
pemerintahan. Salah satu sumber dana yang cukup berperan penting
bagi kelangsungan dan optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan
penyelenggaran urusan pemerintahan di Kabupaten Gorontalo adalah
penerimaan dari sektor pajak daerah, mengingat Daerah memiliki
sumber daya alam yang sangat terbatas, oleh karena itu potensi pajak
daerah menjadi penerimaan andalan Pemerintah Daerah.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah, maka Kabupaten Gorontalo
memperoleh perluasan objek pajak daerzh sebagai sumber penghasilan
tambahan. Perluasan objek pajak daerah yang diatur dalam Undang-
Undang tersebut meliputi verluasan basis pajak dasrah yang telah ada,
penambahan objek pajak baru dan pendaerahan objek pajak pusat
menjadi pajak daerah salah satunyz adalah Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan.

Adanya penambahan jenis pungutan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan diharapkan dapat memenuhi kebutuha:
finansial dzerah yang selama ini dirasakan masih belum mencakupi.
Oleh karena itu dengan penambahan jenis pajak daerah ini serta
keleluasaan dalam menerapkan tarif pajak daerah sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kebupaten Gorontelo dapat
mengoptimalkan pendapatan daerah dalam pembiayaan APBD pararel
dengan peningkatan pelayanan masyarakat.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak
yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan yang memperoleh
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manfaat atau kenikmatan dari tanah dan/atau bangunan, wajarlah
menyerahkan sebagian daripadanya kepaia daerah melalui pembayaran
pajak untuk membiayai pemmbangunan dan kegiatan pemerintahan.

Dengan disahkannya Peraturan Pajale Daerah ini, dapat
memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dan dunia usaha
didalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah, dengan suatu harapan
bahwa pengetanuan dan sacdar pajak masyarakat seraakin meningkat
serta aparat pemungut pajak bekerja secara profesional didasari pada
prinsip good governance.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Peraturan Daerah
ini mengatur ketentuan material yang meliputi antara lain Cbjek dan
Subjek Pajak, Tarif Pajak, Dasar Pengenaan dan Tata cara Penghitungan
Pajak, Ketentuan mengenai mmasa pajak dan saat terutang pajak serta

ketentuan lainnya.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kawasan” adalah semua tarah dan
bangunan yang digunakan oleh perusahaan perkebunan,
perhutanan, dan pertambangan di tanah yang diberi hak guna
usaha perkebunan, tanah yang diberi hak pengusahaan hutan
dan tanah yang menjadi wilayah usaha pertambangan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas
Huruf b

Yang dimaksud dengan “tidak dimaksudkan untuk
memperolek keuntungan” adalah tahwa objek pajak itu

dmusahakan unituk melayani kepentingan wumum, dan



L 4 -

a.

' l".

40

nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.
Hal ini dapat diketahui dari anggaran dasar dan anggaran
rumah langga dari yayasan/badan yang bergerak dalam
bidang ibaclah, sosiai, kesehatan, pendidikan, dan
kebudayaan nasional tertentu. Tennasuk pengertian ini
adalah hutan wisata milik Negara sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c
Cukup jelas
Hurufd
Cukup jelas
Huruf e
Cukup jelas
Huruf
Cukup jelas
Ayat (4)
. Cukup jelas
Pasal 4
. Cukup jelas
Pasal 5
Ayat (1)

Penetapan NJOP dapat dilakukan dengan:

perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah
suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek
pajak dengan cara membandingkannya dengan objek pajak
lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya
sama dan telah diketahui har za jualnya.

nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/ metode
penentuan niia: jual suatu objek pajak dengan cara
menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk
memperoleh objek tersebut pada saat penilaian dilakukan,
yaung dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi
pisik objek tersebut.

nilai jua' pengganti, adalah suatu pendekatan /metode
penentuan nilai jual suatu objek pajak yang berdasarkan

pada hasil produksi objek pajak tersebut.
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Ayat (2)
Pada dasarnya penctapan NJOP adalah 3 (tiga) tahun sekali.
Untuk Daerah tertentu yang perkembangan pembangunannya
mengakibatkan kenaikan NJOP yang cukup besar, maka
penetapan NJOP dapat ditetapkan setahun sekali.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas
Pasal 7

Nilai jual untuk bangunan sebelum diterapkan tarif pajak,

dikurangi terlebih dahulu dengan nilai jual objek pajak tidak kena

pajak sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai objek paiak berupa:

- Tanah seluas 800 m?2 dc:.gan harga jual Rp 300.000,00/m2;

- Bangunan seluas 400 m2 dengan nilai jual Rp 350.000,00/m2;

- Taman seluas 200 m2 dengan nilai jual Pp 50.000,00/m?2;

- Pagar sepanjang 120 m dan tinggi rata-rata pagar 1,5 m dengan

nilai jual Rp175.00C,00/m2.
Besarnya pokok pajak yang terutang adalah sebagai berikut:
1. NJOF Bumi:
800 x Rp 300.000,00
2. NJOP Bangunan:

a. Rumah dan garasi

i}

Rp. 240.000.000,00

400 x Rp350.000,00 = Rp. 140.000.C00,00
b. Taman

200 x RpS0.000,00 = Rp. 10.000.000,00
c. Pagar |

(120 x 1,5) x Rp175.000,0C = Rp. 31.500.000,00+

Total NJOF Bangunan = Rp. 181.500.000,00

Nilai Jual Objex PTKP = Rp. 10.000.000,00-

Nilai Jual bangunan Kena Pajak = Rp. 171.500.000,00+
3. Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak = Rp. 411.500.000,00
4. Tarif pajak yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,1%

5. Pajak Bumi dan Bangunan terutang:



1

. — |

42

0,1% x Rp 411.500.000,00 = Rp. 411.500
- Dalam hal pemanfaatan objek pajak bumi dan/atau bangunan
dapat menimbulkan gangguan terhadap lingkungar:
Tarif Pajak vang ditetapkan dalam Peraturan Daerah 0,15%
- Pajak Bumi dan Bangunan Terutan
0,15 % x Rp 411.500.000,00 = Rp. 617.250
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas
Pasal 10
Ayat (1)
Penetapan SKPD ini hanya untuk Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Pzrkotaan.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jclas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
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Ayat (2}
Pemberian besaruya insent! dilakukan raelalui pembahasan
yang dilakukan oileh Pemerintah Daerah dengan alat
kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cuakup jelas
Pasal 45
Ayat (1)
Pengenaan pidana xurungan dan pidana denda kepada pejabat
tenaga ahli yang ditzﬁnjuk oleh Kepala Daerah dimaksudkan
untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan
daerah tidak akan diberitahukail kepada pihak lain, juga agar
wajib pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada
pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragy-ragu.
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas
Pasal 49
Cukup jelas
Pasal S50
Cukup jelas
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